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Abstrak

Setiap konsumen memiliki sembilan hak yang dijamin oleh Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, salah satunya yaitu hak untuk didengar pendapat dan
keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Seiring dengan
perkembangan zaman, media sosial hadir dan para konsumen lebih
memilih untuk menggunakan media sosial tersebut sebagai sarana
komunikasi yang dianggap efektif untuk mengungkapkan pendapat dan
keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya daripada
harus menyampaikan pendapat dan keluhannya tersebut melalui
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
Penyampaian pendapat dan keluhannya melalui media sosial tersebut
dilakukan demi kepentingan umum agar tidak ada kerugian lebih lanjut
ataupun tidak terulang kejadian yang sama. Namun, tidak semua pihak
memiliki pandangan yang sama, terdapat pihak-pihak lain yang
menganggap bahwa hal tersebut justru merupakan sebuah tindak pidana
pencemaran nama baik. Terkait dengan tindak pidana pencemaran nama
baik melalui media sosial, diatur pada Pasal 27 ayat (3) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik. Pada penjelasan dari Pasal 27 ayat (3)
tersebut yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, dikatakan bahwa ketentuan pada
ayat tersebut mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana pencemaran
nama baik dalam KUHP, diatur pada Pasal 310. Kemudian, bagaimana
batasan terkait tindakan atas hak konsumen untuk didengar pendapat
dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan dan delik
pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Pasal 4 UU
Perlindungan Konsumen, Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310
KUHP?Lalu, bagaimana peran dari LPKSM dalam melakukan tugasnya
untuk memenuhi hak konsumen mengenai hak untuk didengar pendapat
dan keluhannya serta apa konsekuensi hukumnya jika lembaga tersebut
hanya diam?Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penelitian hukum umtuk
menemukan batas-batas dari tindakan atas hak konsumen tersebut dan
mengetahui peran dari LPKSM itu sendiri serta konsekuensi hukumnya
ketika lembaga tersebut hanya diam.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada akhir tahun 1990-an, Undang-Undang Perlindungan Konsumen
tidak hanya diperjuangkan oleh lembaga konsumen dan Departemen
Perdagangan, tetapi adanya tekanan di lembaga keuangan internasional
(IMF/International Monetary Fund). Berdasarkan desakan dari IMF itulah
akhirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dibentuk.
Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan simbol
kebangkitan hak-hak sipil masyarakat, sebab hak konsumen pada dasarnya
juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Undang-Undang Perlindungan
Konsumen juga merupakan penjabaran lebih rinci dari hak asasi manusia,

khususnya hak ekonomi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000. Undang-Undang Perlindungan
Konsumen ini, walaupun judulnya mengenai perlindungan konsumen tetapi
materinya lebih banyak membahas mengenai pelaku usaha dengan tujuan
melindungi konsumen. Hal ini disebabkan pada umumnya kerugian yang
diderita oleh konsumen merupakan akibat perilaku dari pelaku usaha,

sehingga perlu diatur agar tidak merugikan konsumen.

Konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi
ekonomi yang oleh sebagian pelaku usaha, hak-hak dari konsumen tersebut
terkadang suka diabaikan.! Akibatnya, hak-hak dari para konsumen
memerlukan perlindungan yang jelas atau dapat dikatakan memerlukan
kepastian hukum. Perlu diketahui terlebih dahulu arti dari konsumen itu
sendiri, di mana konsumen seperti yang kita ketahui adalah setiap orang
pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain

'Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008, him 22.



dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Hal itu terumuskan dalam Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Pada ilmu ekonomi diketahui terdapat 2 istilah
tentang konsumen yaitu konsumen akhir dan konsumen antara, pengertian
konsumen yang terkandung pada UU Perlindungan Konsumen tersebut
adalah pengertian dari konsumen akhir.2

Perlindungan Konsumen sangat diperlukan oleh masyarakat karena
Perlindungan Konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan
untuk melindungi dan terpenuhinya hak-hak konsumen. Pada Pasal 1 angka
1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi “Perlindungan
Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kemudian, menurut
Abdul Halim Barkatulah, Perlindungan Konsumen merupakan sebuah
istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang
diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi
kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.
Ketika konsumen merasa dirugikan dengan barang dan atau jasa yang
digunakan atau dikonsumsi oleh dirinya, maka peran dari Perlindungan
Konsumen yang sangat diharapkan untuk muncul. Pasal 4 UU Perlindungan

Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya adalah:

- hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengonsumsi barang dan atau jasa;

- hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan
barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai

kondisi dan jamninan barang dan atau jasa;

2E|si Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi (Edisi Il), Grasindo, Jakarta,
2007, him 159.
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- hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan;

- hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

- hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

- hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau
penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,

- hak-hak yang diatur dalam ketentuan pertauran perundang-

undangan lainnya.

Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama demi
terjaminnya hak konsumen, di mana diketahui tujuan dari Perlindungan

Konsumen, yaitu:®

a. “Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandririan
konsumen untuk melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang
dan atau jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap
yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa,
kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselemanatan
konsumen”.

Lalu melihat pada pembahasan di atas telah disebutkan mengenai hak-hak
konsumen, ketika hak-hak tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukan upaya

perlindungan konsumen.

3Ibid. him. 159.



Upaya perlindungan konsumen yang dimaksud yaitu segala usaha untuk
melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Kondisi konsumen di
Indonesia sekarang tampak bahwa posisi konsumen masih sangat lemah
dibandingkan dengan posisi produsen.* Pada Undang-Undang Perlindungan
Konsumen bagian penjelasan, banyak sekali tertulis ‘cukup jelas’ pada
penjelasan tiap pasalnya, padahal masih banyak hal yang perlu diterangkan
untuk menjelaskan maksud dari bunyi setiap pasalnya.® Bila ditafsir, kata
‘melindungi’ yang digunakan dalam proposal ini mencakup segala usaha

yang dilakukan demi terpenuhinya hak konsumen.

Kemudian, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang segala hal bisa
dipublikasikan dan diakses oleh banyak orang secara mudah di media sosial.
Para pelaku usaha pun melakukan promosi atau memasang iklan
menggunakan media sosial tersebut. Tidak sedikit juga para pelaku usaha
menyediakan akun di media sosial sebagai sarana agar para konsumen dapat
dengan mudah berkomunikasi dengan pihak dari pelaku usaha. Sehingga,
tidak menutup peluang juga untuk para konsumen melakukan upaya
perlindungan konsumen dengan memberikan informasi secara viral melalui
media sosial dan orang lain bisa menjadi salah mengartikan informasi

tersebut sebagai tindakan pencemaran nama baik.

Hal tersebut terkait dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE), di mana Pasal 27 tersebut mengatur tentang perbuatan
yang dilarang dan pada ayat (3) berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

4 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Raja Grasindo Persada,
Jakarta, 2011, him. 41.

5> Az. Nasution, Liku-Liku Perjalanan UUPK : Profil UU Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI)-USAID, Jakarta, 2001, him. 4.



Mengenai pencemaran nama baik tersebut dikatakan pada Penjelasan
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik bahwa ketentuan pada ayat tersebut mengacu pada
ketentuan yang diatur dalam KUHP. Terkait dengan pencemaran nama baik
tersebut diatur pada Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barang siapa sengaja menyerang
kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,
yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena
pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Kedua pasal di atas berkaitan untuk digunakan masyarakat sebagai
celah untuk menuntut seseorang Yyang sebenarnya hanya ingin
menyampaikan keluhannya mengenai kekecewaan terhadap suatu
barang/jasa yang konsumen gunakan.® Terkait dengan hal tersebut, pada
bagian menimbang dari Undang-Undang Pers (UU Pers), menggunakan
Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk
mengeluh dan menyatakan pendapatnya. Dalam hal seseorang yang
memberikan informasi secara viral melalui media sosial, perlu dilihat
hubungan hukum antara pihak yang memberikan informasi dengan pelaku
usaha yang dimaksud oleh pihak tersebut. Tidak dapat semata-mata pelaku
usaha melaporkan pihak yang sekedar memberikan informasi pada media
sosial dengan dasar orang tesebut telah melakukan pencemaran nama baik
yang diatur dalam UU ITE dan KUHP, namun harus dilihat juga dari UU
Perlindungan Konsumen yang dibuat untuk melindungi dan terpenuhinya
hak konsumen. Di mana konsumen memiliki salah satu hak yang terdapat
pada Pasal 4 huruf d UU Perlindungan Konsumen yaitu bahwa konsumen
memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan

atau jasa yang digunakan.

6 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan
Celah Hukumnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, him 169.



Berdasarkan aturan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat
beberapa kasus yang berkaitan. Pertama, kasus Prita Mulyasari dengan
Rumah Sakit Omni Internasional. Prita mengirimkan e-mail pada Agustus
2008 mengenai keluhannya atas pelayanan rumah sakit yang diberikan
kepada dirinya hingga akhirnya e-mail tersebut tersebar luas hingga pihak
RS Omni Internasional mengajukan gugatan pidana ke Direktorat Reserse
Kriminal Khusus. Gugatan tersebut kemudian diproses hingga Prita
divonis membayar kerugian materil sebesar 161 juta sebagai pengganti
uang klarifikasi di koran nasional dan 100 juta untuk kerugian imateril.
Prita sempat ditahan di Lapas Wanita Tangerang yang kemudian
dibebaskan dan statusnya diubah menjadi tahanan kota.” Kedua, kasus
Acho yang menulis blog mengenai kekecewaan yang dialaminya pada
Green Pramuka Apartemen. Acho ingin merasa nyaman sebagai penghuni
apartemen tersebut sejak tahun 2014 yang dijanjikan bahwa pihak
pengelola akan menjadikan area apartemen menjadi kawasan terbuka
hijau. Namun, pihak pengelola tidak menepati janji tersebut. Acho juga
dua kali menulis di Twitter mengenai hal yang terkait dengan apartemen
tersebut. Pada November 2015, Acho dilaporkan oleh kuasa hukum pihak
pengelola dengan laporan pencemaran nama baik. Upaya mediasi ingin
dilakukan oleh Acho dengan pihak pengelola, namun pihak pengelola

menolaknya. Kemudian, pada Juni 2017, ia ditetapkan sebagai tersangka.®

Lalu, terdapat kasus Vyna Girilawu yang menulis di Facebook pada
Januari 2017 tentang keluhannya yang menemukan serangga ketika makan

’Iskandar Jet, Kronologi Kasus Prita Mulyasari,
http://www.kompasiana.com/iskandarjet/kronologi-kasus-prita_mulyasari, 3 Juni 2009, diakses
pada 8 Mei 2017 pukul 19.47.

8 Priska Sari, Kronologi Kasus Komika Acho Versus Apartemen Green Pramuka,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170806142242-12232782/kronologi-kasus-komika-
acho-versus-apartemen-green-pramuka/, 6 Agustus 2017, diakses pada 19 Agustus 2017 pukul
11.39.
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di Holycow! Steakhouse Serpong.® Kemudian, ada lagi seseorang yang
kecewa atas pelayanan Lazada (salah satu online shop yang sekarang
cukup dikenal banyak orang), di mana ia mengungkapkan keluhannya di
Twitter pada Juli 2015 dan langsung mention ke akun Lazada yang
memang akun dari Lazada itu disediakan di media sosial yang bernama

Twitter tersebut.©

Melihat kasus-kasus di atas, pemberian informasi itu dilakukan sejalan
dengan salah satu tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri, yaitu
perlindungan  konsumen dibuat untuk meningkatkan kesadaran,
kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Pada
beberapa kasus di atas, mereka lebih memilih media sosial sebagai sarana
untuk memberikan informasi karena pada jaman sekarang media sosial
merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi dengan orang banyak
daripada menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat.

Terhadap beberapa contoh kasus yang telah disebutkan dan dengan
penjelasan yang singkat sebelumnya, muncul sebuah masalah ketika ada
pihak yang setuju bahwa pada jaman sekarang dengan berkembangnya
teknologi maka orang yang menulis keluhannya di media sosial mengenai
kekecewaan atas produk/jasa yang dikonsumsinya merupakan hal yang
sejalan dengan maksud/tujuan dari perlindungan konsumen yaitu
terpenuhinya hak konsumen. Di sisi lain, pihak yang tidak setuju atas hal
tersebut menganggap bahwa hal itu merupakan sebuah tindakan
pencemaran nama baik terhadap perusahaan yang bersangkutan di mana
sesuai dengan apa yang diatur pada UU ITE dan KUHP.

Herianto Batubara, Viral, Kisah Vyna Gigit Kecoak Saat Makan di Holycow!,
https://news.detik.com/berita/d-3393002/viral-kisah-vyna-yang-gigit-kecoak-saat-
makan-holycow, 11 Januari 2017, diakses pada 8 Mei 2017 pukul 19.13.

10 sysetyo Dwi Prihardi, ‘Kecewa Order di Lazada’ Bersahutan via Twiiter,
http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150709054311-185-65313/kecewa-
order-di-lazada-bersahutan-via-twitter/, 9 Juli 2015, diakses pada 8 Mei 2017 pukul 19.32.
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Berdasarkan hal di atas tampak bahwa terjadi benturan antara usaha
untuk melindungi hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen dengan aturan yang terdapat pada UU ITE terkait
dengan pencemaran nama baik yang ada pada KUHP. Selain itu, terdapat
persoalan lain, di mana dari contoh-contoh kasus yang telah ditulis
sebelumnya, bahwa terdapat kasus yang diproses dan ada juga yang tidak
diproses. Hal tersebut menimbulkan kebingungan mengenai penerapan
hukum yang seharusnya diberikan kepada para pihak yang sebenarnya
hanya ingin memberikan informasi kepada konsumen lain melalui media
sosial demi terpenuhinya hak setiap konsumen, namun dikatakan sebagai
tindak pidana pencemaran nama baik. Terlihat juga bahwa masalah lain
yang juga timbul yaitu mengenai peranan Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat yang terlihat pasif terhadap sengketa
konsumen. Oleh karena itu, akan ditulis penulisan hukum berbentuk
skripsi dengan judul “Tindakan Atas Hak Konsumen dan Delik
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum

Perlindungan Konsumen Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di atas, maka dirumuskan
beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan terkait tindakan atas hak konsumen untuk didengar
pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan dan
delik pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Pasal 4
UU Perlindungan Konsumen, Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310
KUHP?

2. Bagaimana peran dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat dalam melakukan tugasnya untuk memenuhi hak konsumen
mengenai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya serta apa

konsekuensi hukumnya jika lembaga tersebut hanya diam?



1.3.

1.4.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka
tujuan penulisan ini adalah:

1. Menganalisis batasan terkait tindakan atas hak konsumen dan delik
pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Pasal 4 UU
Perlindungan Konsumen, Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310
KUHP.

2. Mengevaluasi peran dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat dalam melakukan tugasnya untuk memenuhi hak konsumen
mengenai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya serta apa

konsekuensi hukumnya jika lembaga tersebut hanya diam.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah
Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan tersebut disebut juga sebagai
penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Penelitian yuridis
normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian jenis ini seringkali
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalamn peraturan perundang-
undangan atau sebagai norma yang digunakan sebagai patokan perilaku

manusia yang dianggap pantas.!

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung
atau dari sumber yang telah ada. Data sekunder dapat berupa buku, catatan,
bukti yang telah ada, peraturan perundang-undangan dan arsip baik yang
dipublikasikan secara umum atau tidak. Dalam penelitian ini, Penulis
menggunakan buku-buku tentang Hukum Perlindungan Konsumen
Indonesia, Hukum Pidana serta buku tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Kemudian, penulis juga menggunakan peraturan perundang-

undangan dalam penelitian ini, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum

11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him 13.



1.5.

Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ketiganya. Penulis juga
akan melihat Putusan Kasus Prita Mulyasari untuk mendukung penelitian ini

beserta dengan kasus-kasus lain yang sejenis.

Penulis menggunakan metode yang telah dijelaskan sebelumnya di atas
karena metode tersebut dapat membantu dalam proses penelitian,
menganalisis dan kemudian menjawab dua permasalahan yang telah
terumuskan. Hal tersebut dikarenakan Penulis ingin mengkaji konsumen
yang sebenarnya hanya ingin menggunakan haknya justru dikatakan sebagai

tindakan pencemaran nama baik.

Sistematika Penulisan

BAB | : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai perlindungan konsumen dan
pencemaran nama baik secara umum disertai dengan kasus Yyang
mendukung bahwa terdapat benturan antara keduanya dan menimbulkan

sebuah permasalahan hukum.

BAB |1 : Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai perlindungan konsumen
menurut para ahli dan berdasarkan apa yang diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
khususnya mengenai hak konsumen untuk didengar pendapatnya.

BAB I1I : Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan
UU ITE dan KUHP

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pencemaran nama baik yang
diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27
ayat (3) Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
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BAB IV : Analisis

Pada bab ini penulis akan menganalisis dari kasus yang telah ada yang
kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung untuk menemukan
kriteria dari tindakan konsumen dalam memenuhi hak untuk didengar
pendapat dan keluhannya agar tidak termasuk dalam pencemaran nama baik
berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP dan peran dari
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam melakukan
tugasnya untuk memenuhi hak konsumen mengenai hak untuk didengar

pendapat dan keluhannya.

BAB V: Penutup

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan secara menyeluruh dari
bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan perlindungan
konsumen yang secara lebih detil membahas mengenai hak konsumen untuk
didengar pendapatnya dan pencemaran nama baik yang terdapat dalam UU
ITE dan KUHP. Serta menyampaikan saran yang dapat membantu dan

bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
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